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Sumber daya alam hayati yang ada di Indonesia sangat beranekaragam, dari 
berbagai sumber daya alam hayati tersebut yang menjadi ciri keunikan dari Indonesia 
adalah keanekaragaman satwanya, terdapat berbagai macam satwa di indonesia baik 
itu satwa yang dilindungi maupun satwa yang tidak dilindungi. Akan tetapi seiring 
berjalannya waktu populasi satwa di Indonesia semakin menurun bahkan terdapat 
beberapa satwa yang sudah punah, salah satu penyebab terancam punahnya satwa 
yang di lindungi di Indonesia karena perburuan satwa yang di lindungi untuk 
diperdagangkan secara ilegal. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjawab 
bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap 
pelaku perdagangan satwa dilindungi dan faktor apa saja yang menghambat upaya 
penegakan hukum dalam tahap penyidikan oleh petugas Kepolisian. Metode 
penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan 
Kasus perdagangan satwa yang dilindungi di Kota Malang dalam kurun waktu 3 
(tiga) tahun terdapat 4 kasus perdagangan satwa dilindungi yang berhasil di ungkap 
oleh Kepolisian Resor Kota Malang Kota. Dalam penegakan hukum petugas 
Kepolisian melakukan 2 upaya, yaitu : upaya Preventif dan upaya represif, akan tetapi 
perdagangan satwa dilindungi tergolong kejahatan terorganisir sehingga petugas 
Kepolisian mengalami beberapa kendala sehingga menghambat upaya penegakan 
hukum beberapa kendala yang dihadapi petugas Kepolisian antara lain : Faktor 
internal dari aparat penegak hukumnya sendiri, perdagangan satwa dilindungi 
merupakan kejahatan terorganisir, dan kurangnya pengetahuan pada masyarakat. 
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The living natural resources in Indonesia are very diverse, of the various 
biological natural resources that characterize the uniqueness of Indonesia is the 
diversity of animals, there are various kinds of animals in Indonesia both protected 
and unprotected animals. How ever, over time the animal population in Indonesia has 
declined even there are some animals that have become extinct, one of the causes of 
endangered protected animals in Indonesia because of hunting protected animals for 
illegal trade. The purpose of this thesis is to answer how law enforcement carried out 
by police against wildlife traffickers is protected and what factors hinder law 
enforcement efforts by police. The research method used is sociological juridical. The 
results showed the case of protected wildlife trade in Malang City within 3 (three) 
years there were 4 cases of protected wildlife trade that were successfully revealed by 
Malang City Resort Police. In law enforcement the Police officers make 2 efforts, 
namely: Preventive and repressive efforts, but the trade in protected animals is 
classified as organized crime so that the Police officers experience several obstacles 
that hinder the law enforcement efforts several obstacles faced by Police officers, 
among others: Internal factors of law enforcement itself, trade in protected animals is 
organized crime, and lack of knowledge in the community. 
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